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ABSTRACT 

 

This study aims to analyze the implementation of land acquisition for small-

scale public purposes in Yogyakarta City and to examine the prioritization process 

of the land acquisition proposals. This research is motivated by the increasing need 

for public green open spaces and public facilities, while land availability remains 

limited. A qualitative method with a descriptive approach was used, employing 

interviews, observation, and document analysis. The results show that small-scale 

land acquisition is carried out both through formal stages (with location 

determination decree) and directly (business-to-business model). The prioritization 

of land acquisition proposals is based on a scoring technique guided by indicators 

in the decree issued by the Head of the Yogyakarta Land and Spatial Planning 

Office No. 000.3.2/2356 of 2023. Priority is given to locations with high urgency, 

spatial compatibility, and efficiency in terms of time and cost. The conclusion 

indicates that the implementation and prioritization process has generally followed 

applicable regulations, although transparency and periodic evaluation of the 

indicators are necessary. 

Keywords: land acquisition, small scale, prioritization, green open space, 

Yogyakarta City 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pengembangan wilayah merupakan upaya-upaya dari pemerintah, 

organisasi, atau individu untuk meningkatkan kondisi, potensi, dan kualitas 

suatu wilayah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan 

wilayah tersebut, yaitu pertumbuhan penduduk, kesejahteraan sosial, 

peningkatan ekonomi, pemenuhan kebutuhan dasar, pemanfaatan sumber daya 

alam, redistribusi pembangunan, keberlanjutan lingkungan, instruktur dan 

aksesibilitas, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, dan kebijakan pemerintah. 

Pertumbuhan penduduk pada tiap wilayah tentunya memiliki perbedaan. 

Bagi wilayah yang memiliki pertumbuhan penduduk yang pesat membuat 

keadaan ekonomi pada wilayah tersebut juga ikut berkembang. Masyarakat 

didorong untuk mengikuti perkembangaan yang ada baik dalam bidang 

teknologi maupun bidang lainnya. Pertumbuhan dan perkembangan yang ada 

pada saat ini mempengaruhi perkembangan infrastruktur yang berfungsi untuk 

mengimbangi pertumbuhan penduduk yang ada di suatu wilayah tersebut. 

Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta 

Kecamatan 

Jumlah Penduduk (Jiwa) 
Laju Pertumbuhan 

Penduduk per Tahun (%) 

2010 2020 2024 
2000-

2010 

2010-

2020 

2020-

2024 

Mantrijeron 31.267 22.240 35.398 -0,41 0,62 0,13 

Kraton 17.471 17.943 21.325 -1,24 0,26 -0,27 

Mergangsan 29.292 28.739 31.697 -0,69 -0,18 0,38 

Umbulharjo 76.743 68.170 72.203 1,04 -1,14 -0,28 

Kotagede 31.152 33.280 35.654 1,12 0,64 -0,37 

Gondokusuman 45.293 36.921 43.214 -0,68 -1,96 -0,81 

Danurejan 18.342 18.670 21.093 -0,75 0,17 0,59 

Pakualaman 9.316 9.148 10.592 -1,29 -0,18 0,50 

Gondomanan 13.029 12.793 14.590 -0,63 -0,18 -0,63 

Ngampilan 16.320 15.358 17.925 -0,73 -0,59 -0,76 

Wirobrajan 24.840 24.739 28.271 -0,70 -0,04 -0,28 

Gedongtengen 17.185 16.484 19.141 -0,39 -0,40 0,10 

Jetis 23.454 23.385 27.016 -1,02 -0,03 0,90 

Tegalrejo 34.923 34.691 37.486 -0,06 -0,08 0,84 
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Lanjutan Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Yogyakarta 

Kecamatan 

Jumlah Penduduk (Jiwa) 
Laju Pertumbuhan 

Penduduk per Tahun (%) 

2010 2020 2024 
2000-

2010 

2010-

2020 

2020-

2024 

Kota 

Yogyakarta 

388.627 373.589 415.605 -0,21 -0,38 0,22 

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Yogyakarta (Kota Yogyakarta dalam 

Angka 2021 dan 2025) 

 

Berdasarkan pada Tabel 1.1. Laju Pertumbuhan Penduduk Kota 

Yogyakarta terdapat jumlah penduduk dan persentase laju pertumbuhan 

penduduk yang ada di Kota Yogyakarta yang terbagi dalam tahun 2000-2010, 

2010-2020, dan 2020-2024. Pada laju pertumbuhan antara tahun 2000-2010 

dan 2010-2020 mengalami penurunan laju pertumbuhan penduduk sebesar 

1,97% atau 15.038 jiwa, namun pada tahun 2010-2020 ke 2020-2024 

mengalami kenaikan sebesar 5,32% atau 42.016 jiwa. Pertumbuhan penduduk 

yang semakin tinggi menyebabkan peningkatan kebutuhan akan fasilitas umum 

sebagai pendukung dalam penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan 

baik di bidang sosial, budaya, maupun ekonomi, serta ruang terbuka hijau 

publik (RTHP) sebagai tempat untuk berinteraksi antarindividu yang bersifat 

sosial. Fasilitas umum sebagai pendukung kegiatan masyarakat berupa sarana 

maupun prasarana atau pelengkap (Daulay et al., 2022). Dalam perkembangan 

wilayah harus dilakukan secara berkesinambungan agar potensi yang dimiliki 

wilayah tersebut dapat berkembang secara optimal untuk menciptakan 

kesejahteraan masyarakat di sekitarnya (Komariah et al., 2018). 

Pengembangan akan fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik tidak 

lepas dari kebutuhan tanah dalam pembangunannya. Ketersediaan tanah untuk 

pembangunan fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik (RTHP) terbatas 

dimana kondisi fisik perkotaan yang semakin padat dengan heterogenitas 

kegiatan penduduknya. Dalam konteks pembangunan, pelaksanaan 

pembebasan lahan di kota menjadi lebih sulit karena adanya banyak 

kepentingan, meskipun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk pembangunan 

infrastruktur yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat umum. Salah 

satu langkah yang dapat diambil pemerintah untuk mengatasi masalah ini 
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adalah melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 

(Sari et al., 2021). 

Menurut Boedi Harsono (2003), pengadaan tanah merupakan perbuatan 

hukum berupa kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak 

dengan tanah yang dibutuhkan dengan menerima sejumlah bentuk imbalan 

tertentu yang sesuai dengan kesepakatan antara pemegang hak dan pihak yang 

membutuhkan tanah. Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 2 tahun 2012, 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merupakan 

kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti kerugian yang 

layak dan adil kepada pihak yang berhak untuk kepentingan bangsa, negara, 

serta masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah sehingga dapat 

digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Adanya pengadaan 

tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, pemerintah menjamin 

ketersediaan tanah untuk pembangunan infrastruktur yang berguna untuk 

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi berbagai pihak. Pada 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 tahun 2023 disebutkan bahwa 

pengadaaan tanah dengan luas melebihi 5 ha dikategorikan sebagai pengadaan 

tanah skala besar, sedangkan pengadaan tanah dengan luas kurang dari 5 ha 

dikategorikan dengan pengadaan tanah skala kecil. 

Pengadaan tanah skala kecil yang kita ketahui dapat dilakukan dengan 

dua (2) cara, yaitu melalui tahapan dan tanpa tahapan (langsung). Pengadaan 

tanah skala kecil yang melalui tahapan merupakan proses yang mengikuti alur 

formal sebagaimana diatur dalam regulasi, dimana akan diterbitkan Surat 

Keputusan Penetapan Lokasi (SK Penlok) oleh Bupati atau Walikota. 

Penerbitan SK Penlok ini harus disertai dengan Dokumen Perencanaan 

Pengadaan Tanah (DPPT) serta rencana kerja dari instansi yang membutuhkan 

tanah, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 

2023. Proses ini biasanya digunakan apabila proyek pengadaan memiliki 

urgensi dan kompleksitas tertentu, atau menyangkut kepentingan publik yang 

lebih luas meskipun dalam skala kecil. 
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Sementara itu, pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil yang dilakukan 

tanpa tahapan dilakukan secara langsung atau yang dikenal juga dengan istilah 

business to business (B2B). Dalam konteks ini, istilah B2B merujuk pada 

proses jual beli langsung antara masyarakat selaku pemilik tanah dengan 

instansi pemerintah yang membutuhkan tanah tersebut, dalam hal ini 

Pemerintah Kota Yogyakarta. Proses B2B ini dinilai lebih cepat dan efisien 

karena tidak memerlukan proses administrasi yang panjang, sepanjang terdapat 

kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai harga dan status hukum tanah 

sudah jelas. Meskipun demikian, tetap diperlukan prinsip kehati-hatian dan 

transparansi agar proses pengadaan tanah tetap akuntabel dan tidak 

menimbulkan permasalahan hukum di kemudian hari. 

Dalam pengembangan fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik 

(RTHP) memerlukan tanah untuk pembangunannya. Pemerintah menjamin 

ketersediaan tanah untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan melalui kegiatan 

pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil 

dimana pembangunan fasilitas-fasilitas tersebut memiliki luas dibawah 5 ha. 

Kepala Bidang Tata Ruang dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota 

Yogyakarta, Bapak Pamungkas dalam Harian Jogja mengatakan bahwa luas 

total wilayah Kota Yogyakarta adalah sekitar 32,8 km2. Dari luas tersebut baru 

sekitar 17% atau sekitar 5,576 km2 yang telah dimanfaatkan sebagai Ruang 

Terbuka Hijau Publik (RTHP), namun jumlah RTHP yang ideal untuk Kota 

Yogyakarta seharusnya mencapai minimal 20% dari luas wilayah, yaitu sekitar 

6,56 km2 yang berarti saat ini masih ada kekurangan dalam penyediaan ruang 

terbuka hijau, yang perlu segera dipenuhi agar kualitas lingkungan kota tetap 

terjaga dan kebutuhan masyarakat akan ruang publik bisa terpenuhi (Karin, 

2024). Kebutuhan akan fasilitas umum maupun ruang terbuka hijau publik 

(RTHP) di Kota Yogyakarta semakin meningkat seiring dengan laju 

pertumbuhan penduduknya, sehingga Pemerintah Kota Yogyakarta perlu 

menyediakan tanah untuk pelaksanaannya melalui pengadaan tanah bagi 

pembangunan untuk kepentingan umum skala kecil. Ketersediaan tanah 

tersebut diperoleh dari usulan-usulan proposal penawaran tanah dari pihak-
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pihak yang membutuhkan tanah baik dari instansi pemerintah, LPMK atau 

ketua kampung, maupun perorangan. Berikut ini merupakan data dari 

ketersediaan fasilitas umum dan ruang terbuka hijau publik (RTHP) yang ada 

di Kota Yogyakarta yang direkap pada Tabel 1.2. Ketersediaan Ruang Terbuka 

Hijau Publik (RTHP) dan Fasilitas Umum Kota Yogyakarta. 

Tabel 1.2. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP) dan Fasilitas Umum 

Kota Yogyakarta 

 
Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kota Yogyakarta, 2024 

 

Berdasarkan pada Tabel 1.2. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik 

(RTHP) dan Fasilitas Umum Kota Yogyakarta dapat diketahui jumlah 

ketersediaan ruang terbuka hijau publik (RTHP) dan fasilitas umum pada tiap 
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kelurahan yang ada di Kota Yogyakarta. Pada tabel tersebut disebutkan 

beberapa kelurahan memiliki ruang terbuka hijau publik (RTHP) dan fasilitas 

umum yang cukup, namun ada juga yang kurang sehingga fasilitas untuk 

mendukung aktivitas masyarakat juga kurang. Maka dari itu untuk memenuhi 

kebutuhan fasilitas tersebut agar kegiatan masyarakat dapat berjalan lancar 

diperlukan pembangunan ruang terbuka hijau publik (RTHP) dan fasilitas 

umum melalui kegiatan pengadaan tanah skala kecil. 

Salah satu tantangan utama dalam penyelenggaraan pengadaan tanah 

skala kecil di wilayah perkotaan adalah meningkatnya nilai atau harga tanah 

dari waktu ke waktu. Kota Yogyakarta sebagai wilayah dengan pertumbuhan 

aktivitas sosial, ekonomi, dan pariwisata yang pesat mengalami kenaikan harga 

tanah yang signifikan, terutama di kawasan strategis dan padat penduduk. 

Kondisi ini menjadikan pengadaan tanah untuk fasilitas umum dan ruang 

terbuka hijau publik (RTHP) semakin sulit karena keterbatasan anggaran untuk 

memberikan ganti kerugian yang layak dan adil kepada pemilik tanah. 

Kenaikan harga tanah yang tidak sebanding dengan kemampuan fiskal 

pemerintah daerah menuntut adanya strategi perencanaan yang tepat, termasuk 

dalam menetapkan skala prioritas lokasi yang akan dilakukan pengadaan. Tabel 

1.3 berikut ini merupakan nilai tanah yang ada di Provinsi Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

Tabel 1. 3. Zona Nilai Tanah Provinsi D.I. Yogyakarta 
No. Kota/ 

Kabupaten 

Tahun 

2021 2022 2023 2024 2025 

1. Bantul 

- Tertinggi 

- Terendah 

3.862.500 

7.715.000 

10.000 

4.320.000 

8.628.000 

12.000 

1.216.036 

21.460.000 

26.000 

1.328.572 

23.368.000 

28.000 

1.464.232 

25.004.000 

30.000 

2. Gunungkidul 

- Tertinggi 

- Terendah 

2.470.000 

4.933.000 

7.000 

3.595.500 

7.180.000 

11.000 

396.967 

8.760.000 

13.000 

449.194 

10.089.000 

13.000 

328.431 

7.842.000 

13.000 

3. Kulonprogo 

- Tertinggi 

- Terendah 

4.016.000 

8.020.000 

12.000 

4.041.000 

8.070.000 

12.000 

657.636 

8.735.000 

13.000 

591.317 

5.473.000 

30.000 

660.218 

5.923.000 

32.000 

4. Sleman 

- Tertinggi 

- Terendah 

19.155.500 

38.201.000 

110.000 

14.935.000 

29.748.000 

123.000 

1.809.325 

32.329.000 

111.000 

1.963.176 

35.449.000 

126.000 

2.132.089 

38.827.000 

134.000 

5. Yogyakarta 

- Tertinggi 

- Terendah 

19.281.000 

37.415.000 

1.147.000 

15.642.431 

30.284.454 

1.000.408 

5.408.107 

37.343.000 

1.244.000 

5.567.689 

38.448.000 

1.281.000 

5.845.663 

40.109.000 

1.336.000 

Sumber: bapperida.jogjaprov.go.id 



7 
 

Pada Tabel 1.3 menyajikan data Zona Nilai Tanah (ZNT) di Provinsi D.I. 

Yogyakarta dari tahun 2021 hingga 2025. Setiap wilayah menunjukkan nilai 

tertinggi dan terendah dari zona nilai tanah yang terus mengalami fluktuasi dan 

peningkatan dalam lima tahun terakhir. Secara umum Kota Yogyakarta dan 

Sleman menunjukkan angka ZNT tertinggi dibandingkan wilayah lain. Pada 

tahun 2025, ZNT tertinggi di Kota Yogyakarta mencapai Rp40.109.000,- per 

meter persegi, diikuti Sleman dengan Rp36.500.000,-. Sementara itu nilai 

terendah masih terlihat sangat rendah di wilayah seperti Gunungkidul dan 

Kulonprogo yang berada di bawah Rp10.000,- per meter persegi hingga tahun 

2025. Perbedaan mencolok ini menegaskan adanya kesenjangan spasial nilai 

tanah antarwilayah, dipengaruhi oleh faktor seperti aksesibilitas, intensitas 

pembangunan, dan fungsi lahan. Kenaikan nilai tanah yang konsisten dari 

tahun ke tahun, terutama di pusat-pusat urban seperti Kota Yogyakarta yang 

menggambarkan tingginya tekanan terhadap ruang dan kebutuhan akan 

pengendalian pemanfaatan lahan yang lebih tepat sasaran. Fakta ini menjadi 

sangat penting dalam konteks pengadaan tanah skala kecil untuk kepentingan 

umum, seperti pembangunan ruang terbuka hijau, fasilitas umum, atau 

infrastruktur pelayanan dasar lainnya. Di tengah laju pertumbuhan penduduk 

dan keterbatasan lahan, strategi penetapan prioritas lokasi pengadaan tanah 

menjadi semakin mendesak agar penggunaan anggaran negara/daerah dapat 

dilakukan secara efisien dan efektif. 

Menurut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 tahun 2022 tentang 

Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2023-2026 disebutkan bahwa Kota 

Yogyakarta memiliki target pelaksanaan program penyelesaian ganti kerugian 

dan santunan tanah untuk pembangunan pada tahun 2023 sebesar 3 dokumen 

anggaran Rp3.697.500.164,-, pada tahun 2024 sebesar 3 dokumen dengan 

anggaran Rp5.000.000.000,-, pada tahun 2025 sebesar 3 dokumen dengan 

anggaran Rp25.000.000.000,-, dan pada tahun 2026 sebesar 3 dokumen dengan 

anggaran Rp30.000.000.000,-. Dengan adanya target tersebut menyebabkan 

Pemerintah Kota Yogyakarta selektif dalam menerima usulan proposal yang 

masuk dengan indikator tertentu. Indikator-indikator tersebut ditetapkan oleh 
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Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Yogyakarta yang memiliki skor 

untuk menentukan proposal mana saja yang menjadi prioritas untuk dapat 

dilaksanakan pengadaan tanahnya dalam satu tahun anggaran. Untuk lebih 

jelasnya bisa dilihat pada Tabel 1.3. Proposal Penawaran Tanah 2019-2024 

yang diusulkan oleh masyarakat kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang 

(DPTR) Kota Yogyakarta dan status realisasinya. 

Tabel 1.4. Proposal Penawaran Tanah Tahun 2019-2024 

No. 
Tahun 

Permohonan 

Status 

Jumlah 
Terealisasi 

Belum 

Terealisasi 
Gagal 

1. 2019 1 30 10 41 

2. 2020 1 31 1 33 

3. 2021 2 16 - 18 

4. 2022 2 14 - 16 

5. 2023 - 17 - 17 

6. 2024 1 5 - 6 

Sumber: Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kota Yogyakarta, 2024 

 

 
Gambar 1.1. Persentase Realisasi Proposal Penawaran Tanah Tahun 2019-2024 

Sumber: Pengolahan Data oleh Peneliti, 2025 

 

Berdasarkan pada Tabel 1.3 dan Gambar 1.1 dapat diketahui bahwa 

jumlah proposal penawaran tanah dan persentase relisasi proposal penawaran 

tanah yang diusulkan kepada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota 

Yogyakarta tidak sebanding dengan target/volume dalam Rencana Strategis 

Perangkat Daerah tahun 2023-2026. Persentase proposal penawaran tanah yang 

terealisasi sebanyak 5%, sedangkan yang belum terealisasi sebanyak 86%. Hal 

Terealisasi

5%

Belum 

Terealisasi

86%

Gagal

9%
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ini membuat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR) Kota Yogyakarta 

mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 000.3.2/2356 tahun 2023 untuk 

menyeleksi usulan lokasi pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil dalam 

bentuk proposal penawaran tanah. 

Peneliti memilih Kota Yogyakarta sebagai lokasi penelitian terkait 

pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil secara langsung mengingat pesatnya 

laju pertumbuhan penduduk. Penelitian mengenai pengadaan tanah skala kecil 

sudah ditulis dalam berbagai jurnal penelitian yang membahas mengenai 

penetapan lokasi, kendala dan solusi, faktor pendorong keberhasilan, dan lain 

sebagainya, namun belum ada yang membahas mengenai bagaimana memilih 

lokasi yang tepat berdasarkan regulasi. Sebagian besar penelitian dan kebijakan 

terkait pengadaan tanah cenderung berfokus pada proyek skala besar, 

sedangkan pengadaan tanah skala kecil juga memiliki dampak signifikan 

terhadap kualitas hidup masyarakat, misalnya untuk pembangunan tempat 

kerja, gedung pertemuan, ruang terbuka hijau, atau fasilitas publik lainnya. 

Dalam pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil di Kota Yogyakarta, 

ketersediaan tanah yang ada sangat terbatas, sehingga Pemerintah Kota 

Yogyakarta memberikan kesempatan kepada masyartakat untuk memberikan 

usulan lokasi pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil dalam bentuk proposal 

penawaran tanah. Di sisi lain, tingginya nilai jual tanah di wilayah perkotaan 

seperti Yogyakarta juga menjadi faktor mendesak yang membuat pemerintah 

perlu lebih cermat dan selektif dalam memilih lokasi pengadaan tanah, agar 

biaya ganti kerugian tetap terkendali dan sesuai dengan kemampuan anggaran 

daerah. Penyediaan tanah tersebut dilaksanakan berdasarkan Rencana Strategis 

Perangkat Dearah tahun 2023-2026 yang menyebutkan ada batasan 

volume/target yang berarti tidak semua proposal penawaran dapat 

direalisasikan/dilaksanakan pengadaan tanah skala kecil. Penelitian ini penting 

untuk membantu mengidentifikasi kriteria prioritas yang relevan dan 

memberikan rekomendasi berbasis data dalam pengambilan keputusan terkait 

pengadaan tanah skala kecil. Pada kota Yogyakarta pemilihan lokasi dilakukan 

dengan skoring berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanahan dan 
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Tata Ruang Kota Yogyakarta Nomor 000.3.2/2356 tahun 2023. Penelitian ini 

mengisi celah literatur dengan memberikan perspektif khusus pada pengadaan 

tanah skala kecil. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

mengenai pelaksanaan dan pemilihan proposal pengadaan tanah skala kecil 

yang ada di Kota Yogyakarta yang dilaksanakan oleh Kantor Dinas Pertanahan 

dan Tata Ruang (Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana) Kota Yogyakarta 

dengan judul “Analisis Prioritas Penetapan Pengadaan Tanah Skala Kecil 

di Kota Yogyakarta”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, teradpat permasalahan dalam penelitian ini 

yaitu: 

1. Bagaimana implementasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan 

umum skala kecil di Kota Yogyakarta? 

2. Bagaimana penentuan prioritas pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

skala kecil di Kota Yogyakarta? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan untuk menjawab rumusan masalah 

yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, yakni: 

a. Untuk mengetahui implementasi pelaksanaan pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum skala kecil di Kota Yogyakarta. 

b. Untuk mengetahui penentuan dalam rangka penetapan prioritas 

pengadaan tanah untuk kepentingan umum skala kecil di Kota 

Yogyakarta. 

2. Dari penelitian yang akan dilaksanakan ini, diharapkan dapat memberikan 

kegunaan dan manfaat bagi berbagai pihak, yakni: 

a. Secara teoritis, hasil penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

informasi dan referensi terhadap penyediaan tanah untuk RTHP dan 
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fasilitas umum melalui pelaksanaan pengadaan tanah untuk 

kepentingan umum skala kecil. 

b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

manfaat bagi peneliti dan menjadi bahan pertimbangan dalam 

pembuatan kebijakan dalam pemilihan proposal penawaran tanah 

untuk keperluan ruang terbuka hijau publik (RTHP) dan fasilitas umum 

melaui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum 

skala kecil bagi instansi pemerintahan di kota/kabupaten lain untuk 

menghindari konflik kepentingan, baik dari pemerintahan, organisasi 

non pemerintah, masyarakat, maupun pihak-pihak lainnya.  
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BAB VII 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, makaa dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil di Kota Yogyakarta telah berjalan 

sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 39 Tahun 2023 tentang 

Perubahan atas PP 19 Tahun 2021. Prosedur yang dijalankan, mulai dari 

perencanaan, identifikasi kebutuhan tanah, penilaian kelayakan lokasi, 

hingga pelaksanaan pembayaran ganti kerugian dan pelepasan hak, telah 

mengikuti prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam peraturan tersebut, 

terutama mengenai pengadaan tanah di bawah luas 5 ha yang dapat 

dilakukan secara langsung. 

2. Berdasarkan hasil penilaian terhadap enam proposal penawaran tanah 

untuk pengadaan fasum dan RTHP tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa 

proses penetapan prioritas melalui teknik scoring memberikan dasar yang 

objektif dan terukur dalam menentukan urutan pelaksanaan pengadaan 

tanah skala kecil di Kota Yogyakarta. Terdapat 2 proposal penawaran tanah 

dengan perolehan skor tertinggi yang mendandakan kesiapan 

administratif, legalitas kepemilikan, serta kesesuaian lokasi dengan 

kebutuhan pengadaan, namun hanya dapat dipilih salah satu untuk 

diprioritaskan yang sesuai dengan anggaran yang ada. 

 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, adapun saran yang 

dapat disampaikan sebagai berikut: 

1. Pihak-pihak terkait atau pihak-pihak yang membutuhkan tanah yang 

mengusulkan proposal untuk melengkapi lampiran proposal penawaran 

tanahnya sesuai persyaratan pada juknis usulan permohonan pengadaan 

tanah. Dengan melengkapi persyaratan tersebut lokasi yang diusulkan 
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menjadi prioritas pelaksanaan pengadaan tanah skala kecil. Serta 

memastikan kembali bahwa proposal penawaran tersebut sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat setempat. 

2. Untuk pihak DPTR Kota Yogyakarta melaksanakan sosialisasi terhadap 

kelurahan mengenai penetapan prioritas pengadaan tanah, sehingga pihak 

kelurahan lebih memahami penetapan prioritas tersebut dan dapat 

menindaklanjutinya. 

3. Berdasarkan berita pada Radar Jogja yang ditulis oleh Iwan Nurwanto 

(2025) tentang keterbatasan pembangunan RTHP pada Kota Yogyakarta, 

sehingga saran yang diberikan peneliti untuk tahun berikutnya sebaiknya 

diprioritaskan pengadaan tanah skala kecil dengan peruntukan RTHP 

diperbanyak jumlahnya untuk memfasilitasi masyarakat dalam 

bersolialisasi.  
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